BAB 1

PENDANULUAN

ALASAN PEMILIHAN JUDILIL

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan
kesejahtersan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat
dinikmari oleh seluruh rakvat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan

batin secara adil dan merata, Sebaliknva berhasilnya - pembangunan

tergantung partisipast seluruh rakyal, yang berami pembangunan harus -

dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Pembanzunan dapat dilaksanakan dan berhasil jika situas) nasional
mantap.  Semakin  mantap  stabilitas . nasional.  makin lancar  usaha
pembangunan. begitu juga sebaliknya, Maka pembangunan dilaksanakan
dengan berpedoman pada Trilogl Pembangunan vaitu
a  Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya  yang menuju  pada

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakvat
b Pertumbuban ekonomi vang cukup tinggl.
c.  Stabilitas nasional vang sehat dan dinamis

Ketiga unsur dari Trilogi Pembangunan tersebut penting dan tidak

dapatr  dipisah-pisabkan, pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas adalah

unsur yang saling berkaitan,

o



(%)

kRarena 1tu dalam pelaksanaan pembangunan harus senantiasa
diusahakan keseimbangan yang serast antara ketiga unsur lersebut.

Dalam rangka mewwudkan masvarakar yvang adil dan makmur
hegiatun dalam bidang pembangunan perlu digalakkan, baik dibidang

pembanpunan gedung, jalan, maupun sarana vang lain sebagai penunjang,

Dalam  kegiatan nilah  pemborong memegang peranan  penting  demi

lerselenpparanya pembangunan  dengan  lancar dan hasiinya  dapa
dipertangeungjawabkan, terutama untuk provek-proyek pemerintah yang
dananya dari negara

Dalam pelaksanaan tugasnyva perusahaan pumhumn;gan bangﬁnan
dan pasa konstrukst harus berpegang teguh dengan peraturan-peraturan vang
mengikatnyd, dalam hal 1t peraturan-peraturan yang bertalian dengan
prosedur pelelangan (Ketentuan-ketentuan  sebelum  terjadinga kontrak ).
Bagian yang kedua menyangkut peraturan-peraturan mengenai perjan] ian.

Biasanya bagman yang pertama tentang peraturan pelelangan dalam
pemborongan bangunan di Indonesia ditetapkan oleh Pemenntah dan
berlaku bagi perjanjian pemborongan bangunan baik mengenai pekerjaan
umum maupun swasta yang terjadi melalui pelelangan. Bagian yang kedua
dari peraturan dhatas ialah peraturan yang menyanghul perjanjiannva yang
didasarkan pada Hukum Perdata (KUH Perdata) vang menggolongkan
penanjian pemboronsan bangunan sebagai perjaniian untuk  melakukan

pekerjaan, didalam KUH Perdata juga diatur.



Arli pentimgnya penEialiran g:u:t_i:u'ljiun—puumu|:-u| tersebut, karena
dalium prakicknva, perjanjian ying dibuat para pilak dak mengatur pada
akibat-akibat hukum vang rimbul. maka sering terjadi dalam pelaksanaan
perjanjian muncul masalah-masalah yang tdak tegawab atau terselesarkan I
oleh ketentuan-ketentuan dalam kontrak. Oleh karena ity perlu pedoman

vang tegas vang diatar dalam Undang-Undange

Perjanjian  pemborongan  tergolong  dalam  perjanjian  untuk
melakukan pekerjaun sebagaimana distur dalam Pasal 1601 b KUH Perdata,
vang berbunyi :

“ Piak vang satw (pemborong) mengikatkan din dengan pihak lain

{pembert pekerjaan ) untuk menghasilkan pekergaan erlentu ™

Juga diatur lebnh langut dalam Pasal 1604 sampai dengan 1616

KLUH Perdati, akan tetapt hanya sedikit memual hak-hak dan kewajiban para

prhak.



Sudah menjadi kebiasaan umum, bahwa munus;iﬂ dalam n]ulukukﬁ:{l
-kepiatan sehari-hari berkeinginan untuk berusaha dengaﬁ-‘t::;’ara I}:‘_ané mudah
dan mendapatkan suatu hasil yang maksimal.

Demikian juga dalam hal lapangan pekerjaan hanglh;ah, SCECOrang
berkeinginan membangun suatu banpgunan baik gedung mapun bangunuﬁ
lainnya tanpa melalui prosedur yang jelas dan tanpa mengindahkan
peraturan — peraturan yang berlaku. |

Perjanjian  pemborongan bangunan  termasuk  perjanjian - yang
mengandung resiko vaitu tentang keselamatan umum dan tertib bangunan.
dimana di dalam pelaksanaannya lerkadang terdapat hambatan-hambatan
bitk karena fuktor manusia maupun fakior almn yang Udak dapat diduga
datangnya. Juga tidak l‘f:r[cpil.‘.: sering terjadinya wanprestasi leesebut maka
perlu adanya komitmen atas kerjasama para pihak untuk menyikapi hal
rersebut dengan tidak mengabaikan ketentuan atau Undang-Undang yang
telah ada.

Berdasarkan uraian diatas maka mendorong penulis untuk
melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tengeung Juwab
Pemborong atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan antara CV.

Sumber Alam dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang ™



PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAN

. Mengingat Tuasnva permasalahan yang diatur di;:laiam perjanjian

pemborongan, maka penulis membatasinva pada permasalahan vang terjadi |

d1 wilavah Kabupaten Rembang, dalam hal ini adalah pihak Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten (DPUK) Rembang dan CV. Sumber Alam. Iﬁaka penulis

dapat membenkan perumusan sebagai berikut ;

a Bagaimana prosedur terjadinya perjanjian pemborongan bangunan ?

b Hak dan kewajiban apa sajakah yang menjadi ha-.] penting amara pihak
pemborong dengan pihak pemberi borongan ? .

¢ Faktor - faktor apa sajakah yang menghambat penyelesaian pekerjaan
pemborongan dalam pelaksanaan pembangunan gedung atau banguman?

d Bagaimanakah bentuk-bentuk tanggung jawab pemborong jika terjadi
keterlambatan mnyele&aianlmkuljaan T

¢ Bagaimanakah upaya penvelesaian yang ditempuh jika salah satu prhak
melakukan wanprestasi atau  melanggar perjanjian  yang  sudah

ditentukan ?

TUJUAN PENELITIAN

Dalam penvusunan penelitian ini penulis bermaksud untuk mencari
pemecahan permasalaban diatas, adapun tujuan darn penelitian ini adalah
sebag benkut
a Untuk mengetahui prosedur terjadinva perjanjian  pemborongan

bangunan,



b Untuk mengetabui hak dan kf:wajihan masing-masing pihak vang
melakukan perjanjian pemborongan pekerjaan, «
¢ Uintuk  mengetahui  faktor-faktor apa .sajukah yang menghambat
penyelesaian pekerjaan pemborongan dalam pelaksanaan pembangunan
gedung atau bangunan,
d  Unptuk mengetahul bentuk-bentuk tangpung jawab pemborong jika
terjadi keterlambatan penyelesaian pekenaan.
¢ Untuk mengetabnl upaya penyelesalan yang ditempub plm salah sutu
pihak melakukan wanprestasi atan melanpear perjanjian yang sudah

ditentukan.

4.  KEGUNAAN PENULISAN
Dengan melakukan penchtian ini dibarapkan dapal bermanliat
bagl penulis kKhususnya, pihak terkait juga masyarakal umum. Dalam hal ini
kegunaan penulisan dilihat dari sudut teoritis dan praktis schagai berikut ;
a, Segi Teoritis
Hasil penelitian ini dibarapkan akan dapat memberikan
manfaat bagi perkembangan pemikiran pembangunan hukum

di Indonesia, Khususnva studi Hukum Perdata.




b. Segi Prnktis
1y Memperluas wawasan bc:rpikli: dan pemahaman lebih
mendalam bagi peneliti khususnya dan secara tlnﬁunu-bagi
pembaca atau masyarakat luas vang berkepentingan
2) Memberikan gambaran’ dari  permasalaban  yang ad.u
sehingga dapat memberikan kontn‘iﬂtsi dalam masalah-

masalah yang timbul dary adanya perjanjian pemborongan.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk  menemukan, menggambarkan atau  mengkaji  sesuatu
kebenaran pengetahuan, pada umumnya dilakokan penelitian. Menemuikan
berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan  atau
kekurangan Menggambarkan berarti memperluas lebih dalam sesuatu vang
telah ada dan menguji kebenaran dilakukan juga apa yang sudah ada atau
miasih ada atau menjadi ragu akan kebenarannya

Penelitian merupakan sualu proses yvang panjang, berawal dari
minat untuk  mengetahui  permasalaban  tertentu, dan  selanjutnya
berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode
penelitian yang sesuai dan sebagainya

Langkah-langkah yang dilakukan itu harus sesuai dan saling
mendukung saty dengan yang lainnya, agar penelitian vang dilakukan itu
mempunyai nilai yang memadai dan memberikan kesimpulan vang pasti

dan tidak meragukan.



Selamutmya  untuk memperoleh  bahan-bahan atau data vang

diperlukan dalam penelitian imi, penulis melakukan penelitian hukum

dengan

berilut,

menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu  sebagm

A, Metode Pendekatan

Metode pendekatan vang digunakan penulis dalam menyusun

skripst adalah Metodde Yaridis Nermaif yang mehputi

.

h.

Penelitian  berupa mventansasi hukum  positift vang  dikaitkan
dengan judul skopsi mm, yatu meliputt Hukum Perdata ~dan
perundang-undangan vang khususnva berhubungan atau vang
mengatur tentang  masalah  perjanpian pemborongan  beserta
permasalahannya.

Penelitian yang berusaha menemukan azas-azas dan falsafah
hukum positif yaitu dengan menganalisa pasal-pasal vang mengatur
masalah-masalah perjanjiun  pemborongan dan permasalahannyvi
dalam  peraturan-peraturan  dan  perundang-undangan  dengan
mempergunakan azas-azas hukum vang ada serta melakukan
analisa terhadap hasil karya para sarjana yang menyangkut tentung

perimdungan beserta pelaksanaannya,

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini hanya menggambarkan mengenat denda dan

sanksi perjanjian pembaorongan, baik dalam teori maupun prakteknva,

aleh karena ilu  penehit  menggunakan spesifikasi yang  bersifal

-



,

“Deskriptil Anahitis™, yaitu memberikan gambaran mengenai tanggeung
Jawab pemborong atas suatu pekerjaan yang. .::I'iha'rapkan dapat
menemukan jawaban permasalahan yvang timbul dan adanya ﬂl..‘.f_iikr‘:_ii_ﬂr'll
pemborongan dalam prakiek.
Metode Sampling
Dalam penelitian it penentuan sample berdasarkan Purposive
Sampling' vaitu sample yang ditentukan berdasarkan obyek yang akan
ditehili, sedangkan maksud dari obyek vang akan ditelin adalsh
pemborong dalam hal mi1 CV, SUMBER ALAM
. Teknik Pengumpulan Data
Guna  memperoleh  data  vang  diharapkan  di  dalam
mengadakan penelitian inl. maka teknik pengumpelan data dilakukan
dengan cara mempergunakan data prmer dan data sckunder
#.  Data Primer
Studi Tapangan adalah cara memperoleh data yang bersifal
prmer. Dalam hal i akan divsabakan untuk memperoleh data
dengan melakukan cara anlara lain |
I. Wawancara.
Yaitu dengan mengacdakan Tanva jawab secara langsung
dengan reponden yaitu CV. SUMBER ALAM dan DPU

Kabupaten Rembang.

i Ry Homige Socmitro, Meode Penetfiven Flakoms Taliman 5%
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2.  Dokumentasi
Yailu melakukan ]r:ncatﬁmn data tertulis yang ada di lokasi
penelitian.
b. Data Sekunder
Studi kepustakaan ini merupakan data sekunder, guna
mencar konsepsi-konsepsi, teori-teon, [mm]ﬂpiit—pﬂldapai ataupun
penemuan-penemuan  yang berhubungan erat dengan pokok
permasalahan.
Adapun data kepustakaan tersebut antara lain :
- Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang
pekerjaan pemborarngan. |
- Karya Nimizh para sarjana scbagaimana teriera dalam daftar
kepustakaan yang berhubungan denpan permasalahan yang
dibahas
E. Metode Analisa Data
Berdasarkan pada data-data yang telah terkumpul, kemudian
baru dilakukan penvusunan dan dianalisa dengan mempergunakan
metode kualiiatif yang artinya data-data yang telah terkumpul tersebut,
disusun secara sistematis vang kemudian diuraikan dalam bentuk
laporan dengan mengingal serta mempertimbangkan terhadap semua

data yang diperoleh selama penulis mengadakan penelitian.




SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI
Adapum sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4':'mn[ﬂt]. hab, vailu :

Bab | Pendahuluan adalah berisi alasan pemiliban  judul,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian. kegunaan penelitian,
metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi

Bab Il tinjauan pustaka mengetengahkan tentang beberapa hal
mengenai  perjanjian pemborongan,  silal  dan bentuk  perjanjian
pemborongan, macam dan st perjanjian pemborongan dan hapusnya
perjanjian pemborongan dan hal — hal vang berkaitan dengan masalah
perjanjian pemborongan.

Bah Il hasil penclivan dan pembahasan vaitu menguratkan
prosedur terjadinya perjanjian atas pemborongan bangunan, hak dan
kewajiban dari masing — masing pihak, faktor — faktor penghambat dalam
penvelesatan pekerjaan pemborongan, tanggung jawab pemborong atas
keterlambalan penyelesaian pekerjman dan penyeélesalan sengketa dalam
perjanjian pemborongan.

Akhir bab IV penutup vang bersi tentang hasil kesimpulan dan

SdTHn — saran
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